SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA

PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI

Menimbang

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

a. bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan Pegawai

Negeri Sipil dapat mendorong peningkatan produktivitas
kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu
Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
mewujudkan tujuan pembangunan;

. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Utara dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin
kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diberikan
dengan menentukan kriteria dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah;

. bahwa sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa
Transisi Menuju Endemi dan menindaklanjuti arahan
Presiden untuk menghentikan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada seluruh wilayah
Indonesia, sehingga Peraturan Bupati Morowali Utara
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan
kembali;



Mengingat

Menetapkan :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri
Sipil;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5414);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5

Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri
Sipil (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 95)
diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

TPP diberikan kepada :

a. CPNS;

b. PNS; dan

c. Pegawai yang Dipekerjakan yang memenuhi syarat.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

(1) Tenaga Kesehatan yang berasal dari PNS, memilih salah satu
penghasilan, yaitu Tambahan Penghasilan atau insentif Kelangkaan
Profesi.

(2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

(1) PNS dan/atau CPNS pada Perangkat Daerah yang dinilai melampaui
beban kerja normal diberikan TPP melebihi dari PNS pada Perangkat
Daerah yang sama atau Perangkat Daerah lain.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
Kriteria Beban Kerja.

(3) Perangkat Daerah yang dinilai melampaui beban kerja normal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan
Pemerintahan Sekretariat Daerah;

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan
Pemerintahan di bidang Pengelolaan Perencanaan Daerah;

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan
Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan
Pemerintahan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

e. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan
Pemerintahan di bidang Pengelolaan Inspektorat Daerah; dan

f. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebijakan Bupati sesuai
kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 48

(1) PP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu
berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun berjalan.

(2) Dalam hal persediaan dana tidak mencukupi, TPP dibayarkan di
bawah jumlah 12 (dua belas) bulan.

5. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52

Jangka waktu pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini

berdasarkan jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten

Morowali Utara yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd
DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

MUSDA GUNTUR



BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya :
Bagian Hukum Setda
ten Morowali Utara,

, oH




